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ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 huruf d Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan pemilih dan partisipasi Masyarakat dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pedoman
Teknis Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Tenggara.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 2
Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7
Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Nomor
8 tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi tenggara Nomor 25/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017; Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 49/PP.02.3-
Kpt/74/Prov/IX/2017;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulaweesi Tenggara Nomor 66/PP.02.3-
Kpt/74/Prov/1X/2017 ditetapkan Pedoman Teknis Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara
Tahun 2018

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 September 2017.
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